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Makalah kebijakan ini menguraikan masalah di Kantor Kementerian 
Agama Kota Jakarta Barat yaitu Kegagalan Tata Kelola Sampah Internal 
dan Ketiadaan Standar Operasional Prosedur (SOP). Tujuan penulisan 
makalah kebijakan adalah menjelaskan strategi penanganan sampah di 
Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat untuk mendukung ke-
suksesan Program Prioritas Menteri Agama Tahun 2025 – 2029 point 
kedua yaitu Penguatan Ekoteologi. Dengan pendekatan metode kualita-
tif, makalah kebijakan ini menekankan pada metode analisis deskriptif. 
Secara garis besarnya, hasil analisis kebijakan ini menunjukkan bahwa 
penyebab utama yang mempengaruhi pengelolaan sampah di Kantor 
Kementerian Agama Kota Jakarta Barat berdasarkan Fishbone Diagram 
terdiri dari 4 dimensi yaitu sumber daya, organisasi, internal dan ekster-
nal/regulasi. Adapun alternatif kebijakan yang tepat dan mendesak serta 
mencermin¬kan efektivitas, efisiensi, dan kesesuaian dalam mendukung 
pengelolaan sampah di Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat 
yaitu Penyusunan dan Pelaksanaan SOP Pengelolaan Sampah. Dengan 
demikian, penulis menarik kesimpulan bahwa kebijakan ini memiliki 
peran yang signifikan dan perlu segera diimplementasikan. Dari hasil 
analisis tersebut, penulis merekomendasikan kepada Kepala Kantor Ke-
menterian Agama Kota Jakarta Barat melakukan Penyusunan dan Pelak-
sanaan SOP Pengelolaan Sampah. SOP yang telah disusun kemudian di-
formalkan melalui Surat Keputusan dan dijadikan pedoman teknis yang 
harus diikuti oleh semua unit kerja dan aparatur sipil negara di Kantor 
Kementerian Agama Kota Jakarta Barat.
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This policy paper describes the issues at the Ministry of Religious Affairs 
Office in West Jakarta City, namely the Failure of Internal Waste Mana-
gement and the Absence of Standard Operating Procedures (SOP). The 
purpose of writing this policy paper is to explain the waste management 
strategy at the Ministry of Religious Affairs Office in West Jakarta City 
to support the success of the Minister of Religious Affairs’ Priority Pro-
gram for 2025 – 2029, specifically the second point, which is Strengt-
hening Ecotheology. Using a qualitative method approach, this policy 
paper emphasizes descriptive analysis methods. Broadly speaking, the 
analysis results show that the main causes affecting waste management
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at the Ministry of Religious Affairs Office in West Jakarta City, based on 
the Fishbone Diagram, consist of four dimensions: resources, organi-
zation, internal factors, and external/regulations. The appropriate and 
urgent policy alternative that reflects effectiveness, efficiency, and sui-
tability in supporting waste management at the Ministry of Religious 
Affairs Office in West Jakarta City is the Preparation and Implementati-
on of Waste Management SOP. Therefore, the author concludes that this 
policy plays a significant role and needs to be implemented immediately. 
Based on the analysis results, the author recommends that the Head of 
the Ministry of Religious Affairs Office in West Jakarta City prepare and 
implement the Waste Management SOP. The SOP once prepared should 
be formalized through a Decree and serve as a technical guideline to be 
followed by all work units and civil servants at the Ministry of Religious 
Affairs Office in West Jakarta City.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Krisis lingkungan global yang semakin mengkhawatirkan, termanifestasi dalam perubahan 
iklim ekstrem, kehilangan keanekaragaman hayati, polusi yang merajalela, dan degradasi 
ekosistem, telah menjadi tantangan peradaban yang mendesak untuk segera diatasi. Sebu-
ah negara yang memiliki ciri khas arcgipelago dengan gugusan pulau yang membentang 
dari Sabang sampai Merauke tentunya Republik Indonesia memiliki kekayaan sumber daya 
alam yang tak terhitung jumlahnya namun juga rentan terhadap dampak krisis tersebut 
serta menghadapi tekanan ganda: melindungi aset alamnya sekaligus memastikan kesejah-
teraan rakyatnya. 

Kondisi ini sangat kompleks dan menuntut pendekatan yang tidak hanya bersifat teknis 
dan ekonomi, tetapi juga melibatkan dimensi moral, spiritual, dan etika dalam pengelolaan 
sumber daya alam dan lingkungan. Di sinilah peran penguatan ekoteologi menjadi sangat 
relevan dan strategis, khususnya dalam konteks lembaga pemerintahan seperti kantor ke-
menterian yang memiliki fungsi penting dalam merancang dan melaksanakan kebijakan 
publik.

Ekoteologi, sebagai kajian teologis yang mengintegrasikan nilai keimanan dan spiritualitas 
dengan kesadaran ekologis, menawarkan paradigma baru yang mengajak manusia untuk 
melihat alam bukan sekadar sumber daya yang dapat dieksploitasi semata, melainkan se-
bagai ciptaan Tuhan yang harus dipelihara dan dihormati. Dalam konteks ini, ekoteologi 
berfungsi sebagai fondasi moral dan etis yang mengarahkan perilaku dan kebijakan agar 
selaras dengan prinsip keberlanjutan, keadilan ekologis, dan tanggung jawab sosial.

Namun, sampai saat ini, pengintegrasian nilai-nilai ekoteologi dalam proses kebijakan di 
berbagai kementerian masih sangat terbatas. Pendekatan yang dominan dalam pengam-
bilan keputusan dan perumusan kebijakan cenderung bersifat teknokratis dan ekonomis, 
dengan fokus utama pada pertumbuhan ekonomi dan efisiensi administratif tanpa mem-
pertimbangkan secara memadai aspek moral dan spiritual dalam menjaga keseimbangan 
lingkungan. Akibatnya, banyak kebijakan yang dihasilkan kurang responsif terhadap krisis 
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lingkungan dan seringkali tidak berpihak pada kepentingan kelestarian alam maupun hak-
-hak masyarakat yang terdampak.

Kondisi ini menimbulkan urgensi bagi penguatan ekoteologi di dalam struktur dan bu-
daya kerja kantor kementerian. Dengan membangun kesadaran kolektif yang kuat akan 
nilai-nilai spiritual dan etika ekologis, pejabat dan aparatur kementerian dapat memiliki 
perspektif baru yang mengedepankan keharmonisan manusia dengan alam dalam setiap 
kebijakan yang mereka rancang dan implementasikan. Pada level institusi, penguatan ini 
tidak hanya memberikan dasar nilai yang kokoh, tetapi juga memperkuat legitimasi dan 
keberlanjutan kebijakan publik yang dihasilkan.

Selain itu, krisis lingkungan saat ini tidak hanya merupakan masalah teknis, tetapi lebih 
dalam lagi merupakan krisis nilai dan etika manusia dalam hubungannya dengan alam. 
Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, perubahan gaya hidup konsumtif, dan ku-
rangnya rasa tanggung jawab terhadap lingkungan merupakan manifestasi dari kehilang-
an makna spiritual dan moral. Ekoteologi mengajak setiap pelaku kebijakan, khususnya di 
kementerian, untuk merefleksikan ulang konsep pembangunan dan kemajuan yang telah 
berjalan selama ini agar tidak mengabaikan dimensi humanistik dan ekologis.

Penguatan ekoteologi juga menjadi strategi penting dalam membangun sinergi lintas sek-
tor dan kementerian terkait, sehingga tercipta kebijakan yang komprehensif dan sistemik. 
Dengan pemahaman dan kerangka kerja yang diperkaya nilai-nilai ekoteologi, kementerian 
dapat melahirkan kebijakan yang lebih berpihak pada kelestarian lingkungan hidup seka-
ligus menyejahterakan masyarakat secara adil dan berkelanjutan. Hal ini akan menjadikan 
peran kementerian bukan hanya sebagai pembuat kebijakan administratif semata, tetapi 
juga sebagai agen moral perubahan yang mampu menggerakkan transformasi nilai di ma-
syarakat luas.

Secara praktis, penguatan ekoteologi di lingkungan kementerian dapat diwujudkan mela-
lui berbagai program pendidikan dan pelatihan yang menanamkan nilai-nilai etika ekolo-
gis, integrasi prinsip ekoteologi dalam dokumen-dokumen kebijakan, serta pengembangan 
budaya kerja yang memprioritaskan keberlanjutan dan tanggung jawab sosial-ekologis. 
Dengan demikian, penguatan ekoteologi bukan hanya sekadar wacana teoretis, melainkan 
menjadi bagian nyata dari pembangunan kapasitas dan karakter birokrasi yang mendu-
kung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan semangat reformasi 
dan keadilan sosial.

Melihat pentingnya peran kementerian dalam pengelolaan sumber daya alam dan ling-
kungan hidup, penguatan ekoteologi menjadi kebutuhan mendesak untuk menjawab tan-
tangan krisis lingkungan global dan nasional. Dengan landasan nilai spiritual dan moral 
yang kuat, kementerian akan mampu menghasilkan kebijakan yang inovatif, inklusif, dan 
berwawasan lingkungan, sehingga pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan 
dan selaras dengan prinsip keadilan antar generasi.

Semua agama, melalui ajaran luhur tentang penciptaan, pemeliharaan alam, dan tanggung 
jawab manusia sebagai khalifah atau pengelola bumi, memiliki kapasitas intrinsik untuk 
memobilisasi umat menuju perilaku yang lebih berkelanjutan. Kementerian Agama, se-
bagai institusi negara yang bertugas membina kehidupan beragama, memegang peranan 
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strategis dalam kebijakan dan program-programnya, sehingga dapat berkontribusi secara 
signifikan terhadap upaya pelestarian lingkungan hidup. Di tingkat lokal, seperti di Kota 
Jakarta Barat, yang merupakan salah satu wilayah urban dengan tekanan lingkungan sig-
nifikan, peran Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat menjadi krusial dalam me-
nerjemahkan visi besar pelestarian lingkungan menjadi aksi nyata di tengah masyarakat.

Kementerian Agama Kota Jakarta Barat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku 
merupakan bagian dari lembaga vertikal dari pemerintah pusat untuk menyelenggarakan 
tugas dan fungsi Kementerian Agama. Pada level operasional seperti Kantor Kementerian 
Agama Kota Jakarta Barat, masih menghadapi berbagai tantangan fundamental. Observasi 
awal dan analisis situasi menunjukkan bahwa pemahaman, internalisasi, dan praktik ni-
lai-nilai pelestarian lingkungan hidup di lokasi kerja serta dalam program-program yang 
menjangkau masyarakat belum optimal dan cenderung bersifat sporadis atau insidental 
serta belum terintegrasi secara sistemik. Masalah harian yang dihadapi terkait pencemaran 
lingkungan adalah persoalan sampah perkantoran yang dihasilkan dari operasional kantor 
maupun aktifitas pegawai Kementerian Agama Kota Jakarta Barat. Berdasarkan informasi 
dari Plt. Kepala Subbag Tata Usaha Kementerian Agama Kota Jakarta Barat dalam apel 
pagi Senin 19 Juni 2025 yang juga dihadiri oleh penulis menyatakan bahwa penumpukan 
sampah di areal kantor sudah menjadi persoalan yang juga dikeluhkan oleh masyarakat 
sekitarnya.

Jumlah produksi sampah Jakarta menurut (Joga 2023) mencapai 7.500 ton per hari yang 
diangkut oleh 1.200 truk ke Bantargebang (TPST) Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu di 
Kota Bekasi, Jawa Barat. Komposisi sampah yang diproduksi pada tahun 2018 didasarkan 
pada (Diani, Haniifah, dan Dianty 2024) termasuk sampah kertas (14,92%), kayu (0,87%), 
kain (1,11%), karet dan kulit tiruan (0,52%), plastik (14,02%), logam (1,82%), gelas atau 
kaca (2,45%), organik (53,75%), dan lain-lain (10,54%). Kantor Kementerian Agama Kota 
Jakarta Barat sebagai sebuah kantor lebih banyak menghasilkan sampah anorganik seperti 
kertas dan plastik serta sampah organik limbah hasil makanan yang belum dilakukan pe-
milahan dan pengolahan sehingga terjadi penumpukan sampah. 

Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara potensi ideal agama sebagai landasan 
spiritual untuk pengelolaan dan pelestarian lingkungan dengan realitas implementasinya 
di lapangan. Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat, dengan mandatnya yang luas 
mencakup pembinaan umat beragama, pelayanan keagamaan, dan pendidikan agama, me-
miliki posisi unik untuk menjadi motor penggerak kesadaran lingkungan berbasis nilai-
-nilai agama. 

Namun tanpa strategi yang komprehensif dan terstruktur, peran vital tersebut tidak akan 
dapat diemban secara efektif. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan tentang pe-
ngelolaan sampah di Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat. Kajian ini diharapkan 
dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan integrasi agama dan pengelolaan 
sampah di Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat.
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Identifikasi Masalah 

Setelah menguraikan latar belakang masalah di atas, maka penulis telah mengidentifikasi 
permasalahan dalam 3 (tiga) point yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup di 
Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat, antara lain:

1.	 Menumpuknya sampah di kantor instansi pemerintah seperti Kementerian Agama 
Kota Jakarta Barat secara langsung menunjukkan adanya kegagalan dalam sistem tata 
kelola sampah internal. Ini bisa disebabkan oleh tidak adanya atau tidak diterapkannya 
Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas mengenai pemilahan, pengumpulan, 
pengangkutan, dan pembuangan akhir sampah yang dihasilkan oleh aktivitas kantor. 

Komposisi sumber sampah di Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 menurut (Joga 2023) 
meliputi sampah rumah tangga 3.845 ton (60,49%), perkantoran 1.429 ton (22,48%), 
industri, hotel, restoran 757 ton (12,35%), dan jalan, taman, stasiun, terminal 725 ton 
(12%)  Sampah yang bersumber dari perkantoran menempati posisi kedua teratas sete-
lah sampah rumah tangga.

Kegagalan tata kelola sampah internal, yang seringkali berakar pada ketiadaan atau 
tidak efektifnya Standar Operasional Prosedur (SOP), menjadi manifestasi konkret dari 
buruknya manajemen operasional dalam instansi publik. Ketiadaan panduan yang je-
las ini mengakibatkan praktik pengelolaan sampah yang sembarangan, tidak terpilah, 
dan tidak terjadwal, yang secara langsung berkontribusi pada penumpukan sampah di 
lingkungan kantor. Dampaknya tidak hanya terbatas pada masalah estetika dan bau 
tidak sedap, tetapi juga berpotensi menimbulkan risiko kesehatan bagi pegawai dan 
pengunjung, mencerminkan inefisiensi dalam penggunaan sumber daya, serta menu-
runkan produktivitas dan moral kerja akibat lingkungan yang tidak representatif dan 
tidak nyaman.

2.	 Kementerian Agama Kota Jakarta Barat, sebagai institusi yang memegang peran pen-
ting dalam pembinaan umat dan nilai-nilai moral (termasuk nilai kebersihan dan kepe-
dulian terhadap lingkungan yang seringkali diajarkan dalam agama), justru menunjuk-
kan praktik yang berkebalikan di kantornya sendiri. Menumpuknya sampah di kantor 
Kemenag Jakbar mengindikasikan rendahnya komitmen dan kesadaran akan penting-
nya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan dari para pimpinan hingga staf di 
institusi tersebut.

Menurut Izzi Dien dalam jurnal yang ditulis oleh (Sagala dkk. 2024) menyatakan bahwa 
Di sisi lain, Hadis juga berisi banyak pelajaran yang mendorong konservasi lingkungan. 
Misalnya, Rasulullah SAW bersabda, “Jika Kiamat terjadi sementara salah seorang di 
antara kalian masih memegang benih pohon kurma, maka hendaklah ia menanamnya” 
(HR. Ahmad). Hadis ini menegaskan pentingnya menanam pohon dan melindungi 
alam bahkan dalam situasi yang tampaknya putus asa. Pandangan ini mencerminkan 
betapa pentingnya kontribusi pribadi bagi lingkungan, terlepas dari situasi yang harus 
dihadapi.

Masalah ini menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai ideal yang diemban oleh 
lembaga publik atau instansi pemerintah yang bercirikan keagamaan dengan praktik 
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nyata di lapangan. Perlu ada kebijakan yang mendorong internalisasi nilai-nilai ling-
kungan ke dalam budaya kerja dan operasional semua lembaga publik, terutama yang 
memiliki fungsi pembinaan umat dan keagamaan.

3.  Fakta bahwa sampah bisa menumpuk hingga menyebabkan pencemaran di sebuah kan-
tor menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan dan penegakan aturan 
terkait pengelolaan sampah perkotaan, bahkan terhadap instansi pemerintah sendiri. 
Tidak ada mekanisme pelaporan yang efektif, inspeksi rutin yang memadai dari pihak 
berwenang, atau sanksi yang cukup tegas untuk mendorong kepatuhan.

Menurut (Suherman 2020) penerapan prinsip-prinsip hukum dalam konteks penerap-
an hukum pidana lingkungan untuk memastikan perlindungan dan manajemen ling-
kungan hidup diharapkan dapat mendukung pembangunan berkelanjutan, sehingga 
lingkungan hidup Indonesia dapat menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat 
Indonesia serta mahluk hidup lainnya. Oleh karena itu memperkuat fungsi pengawas-
an sangat diperlukan dari institusi yang bertanggung jawab atas kebersihan dan ling-
kungan hidup kota Jakarta Barat. 

Di antara tiga masalah di atas, penulis menentukan masalah utama (yang diprioritaskan 
untuk diselesaikan). Metode pemilihan masalah utama menggunakan metode skoring USG 
(Urgency, Serousness, Growth). Hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Analisis USG TerkaitPpermasalahan

Masalah
Kriteria

Tingkatan
U S G Total

Kegagalan Tata Kelola Sampah Internal dan Ketiadaan 
Standar Operasional Prosedur (SOP) yang Efektif 5 5 5 15 1

Rendahnya Komitmen dan Kesadaran Lingkungan di Tingkat 
Institusi Keagamaan 5 4 4 13 2

Kurangnya Pengawasan dan Penegakan Sanksi terhadap Pelang-
garan Pengelolaan Sampah oleh Instansi Publik 4 4 3 11 3

Sumber: Hasil Olah Data (2025)

Kegagalan Tata Kelola Sampah Internal dan Ketiadaan Standar Operasional Prosedur 
(SOP) yang efektif menjadi masalah utama yang akan diturunkan atau diidentifikasi penye-
bab masalah sampai ditemukan akar masalah. Adapun akar masalah penumpukan sampah 
di Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat penulis menggunakan metode Fishbone 
Diagram sebagai berikut:
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Gambar 1. Fishbone Diagram

Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka problem statement terkait penumpukan 
sampah di Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat yaitu Kegagalan Tata Kelola 
Sampah Internal dan Ketiadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang Efektif dika-
renakan Rendahnya Komitmen dan Prioritas dari Pimpinan Institusi terhadap Isu Penge-
lolaan Sampah sehingga menyebabkan keterbatasan kapasitas dan sumber daya institusi. 
Meskipun Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat memiliki tugas utama menye-
lenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama tapi permasalahan yang akan dibahas 
terkait erat dengan Asta Program Prioritas Menteri Agama Tahun 2025 – 2029 point kedua 
yaitu Penguatan Ekoteologi atau bisa disebut sebagai Teologi Lingkungan. Permasalahan 
lingkungan seperti penumpukan sampah di lokasi Kantor Kementerian Agama Kota Jakar-
ta Barat perlu menjadi fokus perhatian seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) demi kesukse-
san program Menteri Agama yaitu Penguatan Ekoteologis. 

Tujuan dan Manfaat Kajian

Tujuan Kajian:

1.	 Untuk mengurai secara mendalam akar permasalahan, kompleksitas, dan berbagai di-
mensi yang terkait dengan pengelolaan sampah di Kantor Kementerian Agama Kota 
Jakarta Barat.
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2.	 Untuk menilai efektivitas, efisiensi, dampak, dan potensi masalah dari kebijakan pe-
ngelolaan sampah di Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat yang sedang ber-
jalan atau yang pernah diimplementasikan.

3.	 Untuk merumuskan dan menyajikan pilihan-pilihan atau alternatif kebijakan baru ter-
kait pengelolaan sampah di Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat.

4.	 Untuk menyampaikan hasil analisis dan rekomendasi kepada Kepala Kementerian 
Agama Kota Jakarta Barat agar dapat mempertimbangkan perspektif dan bukti yang 
disajikan dalam proses pembuatan kebijakan.

5.	 Untuk mengedukasi masyarakat luas mengenai isu-isu kebijakan penguatan ekoteolo-
gi, mendorong diskusi yang konstruktif, dan meningkatkan pemahaman publik terha-
dap implikasi suatu kebijakan.

6.	 Untuk menambah wawasan teoretis dan metodologis dalam studi kebijakan publik.

Manfaat Kajian:

1.	 Menyajikan analisis yang didukung oleh data, dan argumentasi yang logis, sehingga 
memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan terpercaya mengenai kebijakan 
pengelolaan sampah.

2.	 Menyajikan berbagai alternatif kebijakan dan analisis dampaknya, artikel ini dapat 
membantu Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat dalam membuat ke-
putusan yang lebih informed dan efektif.

3.	 Mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki atau diubah agar kebijakan menjadi 
lebih efisien dalam penggunaan sumber daya dan lebih efektif dalam mencapai tujuan-
nya.

4.	 Melalui analisis dan kritik terhadap kebijakan yang ada, artikel ini dapat mendorong 
Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat dan pihak terkait untuk lebih bertang-
gung jawab dan transparan dalam proses pembuatan dan implementasi kebijakan.

KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL

Kerangka Teori

1.	 Teori Ekoteologi

Pada tahun 1866, menurut (Halawa dan Situmorang 2024) bahwa Ahli biologi Jerman 
Ernst Haeckel pertama kali menggunakan istilah “ekologi”. Sejak itu, ekologi dengan 
cepat berubah menjadi bidang kajian yang kompleks. Istilah ekologi menurut Haeckel 
adalah cabang pengetahuan yang menemukan hubungan antara agama dan alam. Bu-
kan hanya teologi tradisional, Ekologi menyediakan model baru yang menggabungkan 
nilai -nilai agama menjadi perhatian keberlanjutan lingkungan. Pada abad ke -20, para 
teolog seperti Brunner, Barth dan Berkhof berfokus pada hubungan manusia dengan 
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Tuhan. Bahkan untuk teologi ekologis baru ketika terjadi krisis ekologis mulai menjadi 
perhatian global.

Menurut Nelson Bock dalam (Mappanyompa dkk. 2023) menyatakan bahwa hubungan 
antara teologi dan ekologi dimulai dengan premis bahwa teologi dan ekologi adalah 
hubungan internal. Kedua bidang studi ini adalah manifestasi dari keinginan manu-
sia untuk menemukan kebenaran tentang asal dan makna keberadaan mereka. Teologi 
dan ekologi adalah upaya untuk memahami kebenaran ini dari titik awal yang berbe-
da dan menggunakan metode yang berbeda. Teologi dimulai dengan gagasan Tuhan 
dan ekologi dimulai dengan pengamatan alam. Penelitian tentang sains yang mencoba 
mengaitkan buah pikiran tentang Tuhan dengan mengamati alam. Ekotelogi adalah 
hubungan intrinsik antara sudut pandang teologis dan sudut pandang ekologis.

Seyyed Hossein Nasr menurut (Mutakin 2023) melihat pentingnya membangun per-
spektif baru berdasarkan tradisi spiritual agama, baik Islam dan agama-agama lain, 
karena perspektif tentang lingkungan hidup saat ini, benar-benar memperburuk kri-
sis lingkungan. Bagi NASR, agama memiliki potensi besar untuk berpartisipasi dalam 
upaya menyelamatkan bumi. Meskipun Nasr juga menjelaskan peran agama non Islam 
untuk mengatasi krisis lingkungan, itu menekankan banyak pendapat Islam tentang 
lingkungan. Dengan mempelajari kembali (Islam spiritual) dan menekankan penting-
nya merestrukturisasi hubungan antara orang dan alam berdasarkan pengetahuan spi-
ritual, Nasr mencoba meningkatkan wajah Islam yang ramah lingkungan.

Ekoteologi adalah teologi yang dibangun menurut (Nazar, Sunarto, dan Hakim 2023) 
berfokus pada alam (ekosentris). Ekoteologi bermaksud untuk menyeimbangkan inter-
aksi antara organisme dan pendekatan lingkungan dan agama mereka. Ekoteologi ti-
dak hanya bermaksud menemukan masalah penting antara interaksi alam dan agama, 
tetapi juga meningkatkan potensi solusi yang harmonis. Prinsip perilaku manusia yang 
mencakup sikap penghormatan lingkungan, tanggung jawab, sikap solidaritas alam se-
mesta, sikap cinta kasih serta perhatian terhadap sumber daya biotik dan perawatan 
lingkungan.

2.	 Teori Budaya Organisasi

Budaya organisasi menurut Robbins dalam (Sofyan dan Arifudin 2020) mengemuka-
kan bahwa budaya organisasi adalah sistem umum yang diterapkan oleh anggota yang 
membedakan yang membedakan suatu organisasi dari organisasi lain. Adanya komit-
men sebagaimana dinyatakan oleh (Ependi dan Sudirman 2021) berarti menunjukan 
adanya situasi di mana seorang individu memiliki kepatuhan dan preferensi kepada 
organisasi. Loyalitas karyawan yang dibentuk dari budaya (culture) yang lahir sebagai 
ekspresi masing-masing individu dari pengalaman, pengetahuan, sifat psikologis, dan 
peraturan organisasi.

 Karena karyawan adalah individu yang diatur secara psikologis dan berhasil menyesu-
aikan atau menerima nilai -nilai organisasi yang ada, karyawan sangat siap untuk ber-
partisipasi dalam tugas organisasi. Dengan perubahan sikap positif, ini menunjukkan 
bahwa karyawan mulai merangsang pekerjaan organisasi. Karyawan termotivasi untuk 
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bekerja dengan sepenuh hati tanpa merasakan beban, baik secara fisik maupun psiko-
logis. Ini menunjukkan adanya dukungan staf kepada organisasi.

Budaya organisasi sebagaimana dinyatakan oleh (Lase dkk. 2025) Termasuk sejumlah 
faktor berhubungan timbal balik aling tergantung yang menentukan sifat dan fungsi-
nya, dengan nilai, standar, simbol dan praktik sebagai bahan yang paling dikenal. Nilai 
-nilai membentuk dasar budaya organisasi, mewakili keyakinan dasar dalam membim-
bing perilaku dan keputusan. Nilai -nilai ini menentukan apa yang penting dalam suatu 
organisasi dan menentukan harapan bagi karyawan.

Sebuah Lembaga atau organisasi menurut (Jufri dan Marimin 2022) Harus ada indi-
vidu atau pemimpin dan dapat memengaruhi karyawan dan bawahan, memiliki visi 
yang jelas, menciptakan kekuatan sintetis yang baik, mengembangkan budaya orga-
nisasi yang ada, memotivasi dan menggerakkan karyawan dan pemandu utama untuk 
mencapai tujuan organisasi secara berdaya guna dan tepat guna.

Kinicki sebagaimana dinyatakan oleh (Jismin, Nurdin, dan Rustina 2022) mengacu 
pada tiga karakteristik penting budaya organisasi yaitu (1) Budaya organisasi diberikan 
kepada karyawan baru melalui proses sosialisasi; (2) Budaya organisasi yang mempe-
ngaruhi perilaku kita di tempat kerja; dan (3) Budaya organisasi berlaku untuk dua 
tingkatan yang berbeda (selain visi dan kemampuan bertahan hhidup untuk berubah). 

Kerangka Konseptual

Berdasarkan teori di atas maka rumusan kebijakan penanganan sampah yang menumpuk 
di Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat memiliki fokus untuk mengidentifikasi 
faktor-faktor yang menghambat penanganan sampah dan mencari solusi untuk pengelola-
an sampah yang lebih baik dan profesional. Penanganan sampah dirancang dengan pen-
dekatan sistematis yang mencakup empat elemen inti: sumber daya, organisasi, internal 
serta eksternal dan regulasi. Peraturan, terutama Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 
2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga 
yang menjelaskan sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari 
Kawasan komersial, Kawasan industri, Kawasan khusus, fasilitas social, fasilitas umum, 
dan/atau fasilitas lainnya seperti perkantoran memberikan pedoman untuk pengelolaan 
sampah yang perlu diterjemahkan ke dalam kebijakan dan operasional kantor.

Penanganan sampah di Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat perlu mendapat-
kan perhatian berkelanjutan karena memiliki liniaritas dengan penguatan ekoteologi yang 
merupakan salah satu program prioritas Menteri Agama Tahun 2025 – 2029. Penguatan 
Ekoteologi merupakan kontribusi dan komitmen dari seluruh aparatur sipil negara khusus-
nya Kementerian Agama Kota Jakarta Barat untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. 

Konsep dasar Ekoteologi Islam menurut (Widiastuty dan Anwar 2025) terdiri dari: Tauhid 
sebagai landasan ekoteologi; Khalifah dan konsep pengelolaan lingkungan; dan amanah 
dan tanggung jawab ekologis. Penguatan Ekoteologi harus menjadi elemen dari budaya or-
ganisasi yang sesuai dengan (Wahyudin 2022) terdiri atas elemen idealis dan elemen pri-
laku. Elemen  idealis  tersebut  biasanya dinyatakan secara formal dalam bentuk visi atau 
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misi  organisasi, yang tujuannya tidak lain adalah keberlangsungan ideologi organisasi se-
dangkan Elemen prilaku terlihat diwujudkan dalam perilaku sehari-hari para anggotanya, 
logo atau bahasa,  cara  komunikasi,  cara  berpakaian  atau  cara  bertindak  yang  dapat  
dimengerti  oleh  pihak  di  luar  organisasi. 

METODOLOGI

Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan policy paper ini adalah metode ku-
alitatif dengan pendekatan deskriptif dipilih  karena  penelitian  yang  dilakukan  adalah  
berkaitan  dengan  peristiwa-peristiwa  yang  sedang berlangsung  dan  berkenaan  dengan  
kondisi  masa  sekarang.  Menurut  Nazir  dalam jurnal (Andriani 2024) menyatakan bahwa 
metode deskriptif  adalah  satu  metode  dalam  meneliti  status  kelompok  manusia,  sua-
tu  subjek,  suatu  set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun kelas peristiwa pada masa 
sekarang. 

Analisis kebijakan menggunakan pendekatan Bardach dengan memanfaatkan data sekun-
der dari jurnal atau referensi yang relevan dan dari internal berupa data Sistem Informasi 
Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dan laporan Barang Milik Negara (BMN) di Kantor 
Kementerian Agama Kota Jakarta Barat. Analisis terhadap data SIMPEG yang ada digu-
nakan untuk mengidentifikasi latar belakang pendidikan dan jenis pekerjaan sedangkan 
analisis terhadap laporan BMN digunakan untuk mengidentifikasi gedung dan lahan serta 
peralatan yang digunakan dalam operasional kantor. Referensi juga diambil dari dokumen 
yang relevan, seperti Rencana Strategis (Renstra) dan Sistem Informasi Performa Kemen-
terian Agama (SIPKA).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan

Penumpukan sampah merupakan isu lingkungan yang penting dan mendesak untuk dita-
ngani pada Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat. Sampah yang tidak dikelola de-
ngan baik dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat, lingkungan 
serta citra institusi itu sendiri. Oleh karena itu, pengelolaan sampah yang efektif membu-
tuhkan perhatian dan dukungan penuh dari seluruh elemen, terutama dari pimpinan kan-
tor.

Pimpinan kantor memegang peran kunci dalam menentukan arah, kebijakan, dan prioritas 
dalam pengelolaan sampah. Namun realitanya, di Kantor Kementerian Agama Kota Jakar-
ta Barat ditemukan rendahnya komitmen dan prioritas dari pimpinan terhadap isu ini. Po-
licy paper ini bertujuan mengkaji secara komprehensif penyebab dan dampak rendahnya 
komitmen dan prioritas pimpinan institusi terhadap pengelolaan sampah, yang dilihat dari 
empat aspek utama: sumber daya, organisasi, internal, dan eksternal regulasi. 

Sumber daya merupakan modal utama yang diperlukan untuk menjalankan program pe-
ngelolaan sampah. Sumber daya ini meliputi ketersediaan anggaran, tenaga manusia yang 
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kompeten, serta fasilitas dan teknologi pendukung. Ketiga elemen ini harus saling mendu-
kung agar pengelolaan sampah dapat berjalan efektif dan efisien.

Di Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat, alokasi anggaran khusus untuk penge-
lolaan sampah tidak ada sama sekali tercantum pada dokumen penganggaran seperti Ren-
cana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun 2025 maupun Rencana 
Strategis (Renstra) dan Sistem Informasi Performa Kementerian Agama (SIPKA). Hal ini 
menunjukkan kurangnya perhatian pimpinan terhadap masalah ini. Selain itu, petugas ke-
bersihan yang berjumlah 4 orang diberi tugas mengelola sampah belum mengikuti pelatih-
an dan memiliki kompetensi yang memadai. Berdasarkan data Sistem Informasi Manaje-
men Kepegawaian (SIMPEG) Kementerian Agama per Mei 2025, komposisi Aparatur Sipil 
Negara (ASN) di kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat sebagai berikut:

Tabel 2. Data ASN Kemenag Kota JakBar berdasarkan Jenis Kelamin

No Jenis Kelamin Jumlah

1 Laki-laki 71

2 Wanita 42

Total 113

Sumber: Hasil Data SIMPEG Mei 2025

Tabel 3. Data ASN Kemenag Kota JakBar berdasarkan Jabatan

No Jabatan Jumlah

1 Struktural 11

2 Jabatan Fungsional Tertentu 60

3 Jabatan Fungsional Umum 42

Total 113
Sumber: Hasil Data SIMPEG Mei 2025

Tabel 4. Data ASN Kemenag Kota JakBar berdasarkan Golongan

No Golongan Jumlah

1 S3 1

2 S2 20

3 S1 75

4 DII - DIV 10

5 SLTA 7

Total 113
Sumber: Hasil Data SIMPEG Mei 2025

Data SIMPEG menunjukkan bahwa jumlah ASN Kementerian Agama Kota Jakarta Ba-
rat sebanyak 113 orang yang sebagian besar memiliki tingkat pendidikan tinggi. Menurut 
(Dewi, Priambodo, dan Saputra 2023) sampah kota seperti kota-kota besar, menurut pra-
kiraan, volume sampah yang dihasilkan per orang rata-rata sekitar 0,5 kg/kapita/perhari. 
Berdasarkan data dan referensi tersebut dapat dihitung produksi sampah di Kantor Ke-
menterian Agama Kota Jakarta Barat kurang lebih sebanyak 56,5 Kg/hari.

Kondisi fasilitas kantor seperti tempat sampah yang jumlahnya terbatas dan tidak dipi-
sahkan berdasarkan jenis sampah serta hanya terdapat minimal 1 tempat sampah di tiap 
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ruangan. Berdasarkan Laporan Barang Milik Negara (BMN) luas halaman kosong yang da-
pat dimanfaatkan hanya sebesar kurang lebih 3.572 m2. Minimnya teknologi pendukung 
seperti komposter atau alat Daur ulang juga menunjukkan kurangnya investasi. Dampak 
langsungnya adalah pengelolaan sampah yang hanya bersifat sementara dan tidak berke-
lanjutan.

Ketika pimpinan tidak memprioritaskan pengelolaan sampah, sumber daya yang seharus-
nya dialokasikan menjadi sangat terbatas dan kurang optimal. Ini menyebabkan berbagai 
kendala seperti: Tidak adanya anggaran yang cukup untuk pengadaan alat dan pelatihan 
SDM, kurangnya motivasi bagi staf karena tidak adanya perhatian dan penghargaan dari 
pimpinan dan keterbatasan fasilitas pendukung yang membuat pengelolaan sampah tidak 
maksimal. Akibat dari kondisi tersebut, pengelolaan sampah di Kantor Kementerian Aga-
ma Kota Jakarta Barat cenderung dipandang sebelah mata atau kurang diperhatikan.

Struktur organisasi merupakan kerangka yang mengatur pembagian tugas, koordinasi, dan 
hubungan antar unit kerja dalam institusi. Dalam konteks pengelolaan sampah, keberada-
an unit atau divisi khusus yang menangani pengelolaan sampah adalah hal yang ideal un-
tuk memastikan fokus dan pengawasan yang memadai. Namun, pada Kantor Kementerian 
Agama Kota Jakarta Barat fungsi pengelolaan sampah sering kali menjadi bagian tugas 
tambahan dari Sub Tim Pelaksana Umum tanpa unit khusus yang jelas.

Rendahnya komitmen pimpinan terlihat dari minimnya perhatian terhadap pembentukan 
atau penguatan struktur organisasi yang menangani pengelolaan sampah di Kantor Ke-
menterian Agama Kota Jakarta Barat. Akibatnya, pengelolaan sampah menjadi kurang te-
rorganisir dan tidak mendapatkan perhatian serius.

Data dan informasi yang handal adalah landasan utama bagi penyusunan kebijakan yang 
efektif dan pengambilan keputusan yang tepat. Dalam konteks pengelolaan sampah, data 
yang dimaksud meliputi volume produksi sampah, jenis sampah, sumber-sumbernya, serta 
efektivitas strategi pengelolaan yang dijalankan. Tidak adanya data yang akurat dan terkini 
membuat pimpinan Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat kesulitan menentukan 
prioritas dan alokasi sumber daya secara optimal. 

Ketika data terbatas, gambaran tentang urgensi dan besarnya masalah sampah menjadi 
tidak jelas dan kurang meyakinkan. Akibatnya, pimpinan cenderung memfokuskan per-
hatian pada isu lain yang lebih terlihat atau data pendukungnya lebih lengkap. Selain itu, 
ketidakpastian akibat kurangnya data ini juga membuat pimpinan ragu untuk menginves-
tasikan sumber daya yang signifikan karena ketidakjelasan hasil yang akan diperoleh. Ke-
terbatasan data ini dapat berasal dari kurangnya sistem pengumpulan dan pengolahan data 
yang terintegrasi, lemahnya teknologi, serta keterbatasan sumber daya manusia yang kom-
peten dalam manajemen data di Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat.

Pengelolaan sampah sangat kompleks mencakup berbagai aspek yang saling terkait: teknis 
pengumpulan dan pengolahan, aspek lingkungan, sosial, ekonomi, hukum dan regulasi. 
Kompleksitas ini bukan hanya menuntut keahlian teknis, tetapi juga kemampuan koordi-
nasi lintas sektor dan pemangku kepentingan. Kepala kantor harus mampu menyusun ke-
bijakan dan strategi yang adaptif terhadap dinamika terkait sampah. Karena kompleksitas 
tersebut, pimpinan institusi cenderung memilih fokus pada masalah yang “lebih sederha-
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na” dan hasilnya lebih cepat terlihat sebagai langkah pragmatis. Hal ini menyebabkan pe-
ngelolaan sampah menjadi masalah yang kurang mendapat perhatian strategis dan sumber 
daya yang memadai, sehingga efektivitasnya berkurang.

Pemahaman mendalam mengenai isu pengelolaan sampah sering kali terbatas di kalangan 
pimpinan. Hal ini terjadi karena minimnya pelatihan khusus yang dirancang untuk me-
ningkatkan kapasitas dan wawasan. Pelatihan dan edukasi bukan hanya sekadar membe-
rikan pengetahuan teknis, tetapi juga membangun kesadaran dan komitmen untuk bertin-
dak. Tanpa edukasi, motivasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat untuk 
menginisiasi gerakan perubahan atau memberikan dukungan penuh menjadi rendah, se-
hingga pengelolaan sampah tidak mendapatkan perhatian yang cukup. Seringkali program 
pelatihan lebih diarahkan kepada staf teknis, sementara pimpinan institusi kurang men-
dapat akses pada program peningkatan kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan mereka. 
Akibatnya, kepala kantor kehilangan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan ke-
pemimpinan strategis dalam menghadapi isu pengelolaan sampah.

Evaluasi kinerja adalah alat manajemen penting yang menjadi dasar bagi kepala kantor 
dalam mengambil keputusan, memberikan penghargaan, maupun melakukan perbaikan. 
Akan tetapi, apabila evaluasi kinerja tidak memasukkan aspek pengelolaan sampah sebagai 
variabel penting, maka perhatian terhadap pengelolaan sampah cenderung rendah.

Institusi termasuk Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat yang menilai kinerja pe-
gawai dan unit kerjanya berdasarkan aspek produktivitas, pelayanan, atau keuangan sema-
ta. Pengelolaan sampah sering dilihat sebagai hal tambahan yang bukan prioritas, sehing-
ga tidak ada target yang harus dicapai dalam pengelolaan sampah. Evaluasi yang bersifat 
administratif dan tidak berorientasi hasil lingkungan termasuk pengelolaan sampah. Sis-
tem evaluasi yang hanya memeriksa kelengkapan dokumen atau laporan tanpa mengukur 
dampak nyata terhadap pengurangan dan pengelolaan sampah menyebabkan pengelolaan 
sampah tidak menjadi perhatian utama dalam pencapaian kinerja.

Akibatnya, pimpinan institusi kurang memiliki informasi yang konkret dan parameter efek-
tif untuk menilai keberhasilan pengelolaan sampah. Tanpa tekanan dari hasil evaluasi, pri-
oritas pengelolaan sampah mudah diabaikan.

Kepemimpinan menjadi kunci dalam menentukan arah, budaya, dan komitmen organisasi 
termasuk dalam pengelolaan sampah. Dalam konteks pengelolaan sampah, kepemimpinan 
yang kurang kuat dapat ditandai dengan kurangnya pengetahuan dan kesadaran pimpinan 
tentang pentingnya pengelolaan sampah. Banyak pimpinan yang belum memahami dam-
pak jangka panjang dari pengelolaan sampah yang buruk terhadap lingkungan dan masya-
rakat. Kesadaran ini penting agar Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat 
dapat menjadikan pengelolaan sampah sebagai prioritas strategis.

Pengelolaan sampah sering membutuhkan perubahan kebiasaan, investasi, dan pengatur-
an yang mungkin menimbulkan resistensi. Pemimpin yang kurang kuat cenderung meng-
hindari risiko dengan tidak mengambil keputusan yang diperlukan. Pemimpin yang hanya 
menangani masalah mendesak tanpa mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan 
akan melewatkan kesempatan untuk membangun pengelolaan sampah yang sistematis dan 
terencana. Kepemimpinan yang kuat akan memberikan dukungan kebijakan, sumber daya, 
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dan kontrol yang jelas sehingga pengelolaan sampah menjadi bagian penting dari agenda 
Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat.

Pengelolaan sampah dalam sebuah institusi termasuk Kementerian Agama Kota Jakarta 
Barat melibatkan berbagai unit kerja, mulai dari kesekretariatan, umum, kepegawaian, 
pengadaan, hingga bagian bimbingan masyarakat. Koordinasi yang buruk antar unit men-
jadi penghambat dalam pelaksanaan program pengelolaan sampah.

Tanpa forum koordinasi yang rutin dan jelas, masing-masing unit menjalankan tugasnya 
sendiri-sendiri tanpa sinkronisasi, sehingga potensi kolaborasi tidak teroptimalkan. Setiap 
unit mungkin memiliki target dan fokus yang berbeda, sehingga pengelolaan sampah cen-
derung menjadi tanggung jawab yang “tidak jelas” atau diabaikan karena tidak menyen-
tuh target utama unit. Koordinasi yang buruk menyebabkan program pengelolaan sampah 
menjadi fragmentaris, sulit dilakukan monitoring dan evaluasi, serta mengurangi efektivi-
tas pelaksanaan kebijakan.

Regulasi merupakan fondasi bagi pengelolaan sampah yang efektif. Namun, Kantor Ke-
menterian Agama Kota Jakarta Barat menghadapi situasi di mana regulasi yang ada masih 
lemah dan tidak konsisten dalam penerapannya. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 
55 Tahun 2021 tentang Pengurangan dan Penanganan Sampah dimana pembinaan dan 
pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan Pengurangan Sampah dan Penanganan Sampah 
dilakukan antara lain melalui edukasi, sosialisasi, pendampingan, bimbingan teknis, pe-
latihan, pemberian penghargaan, dan penerapan sanksi. Namun regulasi tersebut masih 
lemah dalam pelaksanaannya terutama dalam pemberian penghargaan dan penerapan san-
ksi. Selain itu implementasi regulasi yang tidak konsisten antara satu instansi dengan yang 
lain, sehingga menciptakan ketidakpastian dan kebingungan bagi pimpinan kantor. Penga-
wasan dan penegakan hukum yang kurang tegas, sehingga regulasi menjadi kurang efektif 
sebagai alat kontrol dan pendorong komitmen pimpinan. 

Pentingnya peran masyarakat khususnya aparatur sipil negara di Kantor Kementerian 
Agama Kota Jakarta Barat dalam mendorong komitmen pimpinan tidak dapat diabaikan. 
Dalam banyak kasus, rendahnya permintaan atau kesadaran masyarakat terhadap penge-
lolaan sampah menyebabkan pimpinan institusi kurang terdorong untuk menjadikannya 
sebagai prioritas. Kurangnya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak 
negatif dari pengelolaan sampah yang buruk. Sikap apatis atau kurang peduli masyarakat 
terhadap isu lingkungan, termasuk pengelolaan sampah. Dengan permintaan masyarakat 
yang rendah, pimpinan institusi merasa tekanan sosial dan politis minim, sehingga isu pe-
ngelolaan sampah tidak mendapatkan perhatian serius.

Salah satu motivator utama bagi pimpinan institusi dalam mengambil keputusan adalah 
adanya insentif yang memadai. Namun, dalam konteks pengelolaan sampah, insentif ter-
sebut sering kali tidak ada atau tidak jelas, baik insentif positif maupun negatif. Kondisi ini 
meliputi tidak adanya sistem penghargaan atau reward bagi institusi atau pimpinan yang 
berhasil menerapkan pengelolaan sampah secara baik. Selain itu tidak adanya sanksi atau 
penalti yang tegas bagi ketidakpatuhan atau pengabaian terhadap pengelolaan sampah dan 
minimnya dukungan pendanaan atau bantuan teknis yang dapat memfasilitasi pelaksana-
an program pengelolaan sampah. Tanpa adanya insentif yang jelas, kepala kantor cende-
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rung memilih untuk mengalokasikan waktu dan sumber daya ke hal lain yang dianggap 
lebih mendesak atau menguntungkan.

Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan sampah di Kantor Kementerian Agama Kota Jakar-
ta Barat perlu dibuat dengan memperkuat sistem pengawasan yang lebih ketat, serta mem-
fasilitasi partisipasi yang lebih luas dari seluruh aparatur sipil negara agar dapat terwujud 
secara optimal.

Analisis Kebijakan

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 (PP No. 81/2012) menjadi tonggak 
kebijakan yang mengatur tata kelola sampah secara terpadu dari hulu ke hilir. Analisis ini 
bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terkait bagaimana kebijakan 
ini dirancang, diimplementasikan, serta dampak dan tantangan yang ada dalam pengelola-
an sampah rumah tangga di Indonesia. 

Di Indonesia, sebelum terbitnya PP No. 81/2012, pengelolaan sampah cenderung bersifat 
parsial, tidak terintegrasi, dan kurang lengkap. Pertumbuhan penduduk yang pesat, teruta-
ma di perkotaan, membuat volume sampah yang dihasilkan semakin meningkat, sementa-
ra kapasitas pengelolaannya masih sangat terbatas. Hal ini menyebabkan banyak kawasan 
kota mengalami masalah pengelolaan sampah yang menyebabkan pencemaran lingkungan, 
banjir, bau tidak sedap, hingga gangguan kesehatan masyarakat.

Pada saat yang sama, kesadaran masyarakat dan pemerintah terhadap pentingnya penge-
lolaan sampah yang baik mulai tumbuh, didukung oleh tekanan internasional untuk mene-
rapkan prinsip pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan. Kebijakan ini kemu-
dian dirumuskan untuk menjawab kebutuhan tersebut, dengan mengedepankan konsep 
pengelolaan sampah terpadu yang tidak hanya fokus pada pembuangan akhir, tetapi juga 
pengurangan sampah dari sumbernya, pemilahan, dan daur ulang.

Kapasitas teknis pengelolaan sampah masih sangat bervariasi antar daerah. Sebagian besar 
infrastruktur pengolahan sampah seperti Tempat Pembuangan Akhir (TPA) masih belum 
memenuhi standar lingkungan yang baik, dan teknologi pengolahan sampah yang ramah 
lingkungan dan efisien masih belum merata. Ini menjadi bagian dari konteks yang mem-
perjelas kebutuhan regulasi yang jelas dan terarah.

PP No. 81/2012 menggariskan peran utama pemerintah pusat untuk membuat regulasi, 
menetapkan standar, supervisi nasional, serta membantu penguatan kapasitas pemerin-
tah daerah. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab pelaksanaan termasuk pengelo-
laan teknis operasional dan pengawasan. Kementerian Agama Kota Jakarta Barat sebagai 
instansi vertikal memiliki tanggung jawab yang sama untuk pengelolaan sampah. Sinergi 
antara pemerintah pusat dan daerah sangat krusial agar kebijakan dapat berjalan konsisten 
dan efektif.

Masyarakat termasuk di dalamnya aparatur sipil negara merupakan aktor utama sebagai 
produsen sampah. Kebijakan ini menempatkan masyarakat tidak sekadar sebagai objek, 
melainkan sebagai subjek aktif dengan kewajiban memilah sampah di sumbernya, mengu-
rangi, dan berpartisipasi dalam program pengelolaan sampah. Hal ini mengadopsi para-
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digma pengelolaan sampah yang berorientasi pada partisipasi aktif dan tanggung jawab 
bersama (shared responsibility).

Isi utama PP No. 81/2012 menekankan pengelolaan sampah secara terpadu, mulai dari 
pengurangan, pemanfaatan ulang, daur ulang, hingga pengolahan dan pembuangan akhir 
yang ramah lingkungan. Prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) menjadi landasan utama yang 
mendorong pengurangan volume sampah yang masuk ke TPA.

PP No. 81/2012 menegaskan kewajiban masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah 
sejak di rumah. Selain itu, masyarakat juga berhak mendapatkan edukasi dan fasilitas pe-
ngelolaan sampah yang memadai dari pemerintah dan pelaku lainnya.

Kementerian Agama sesuai dengan Asta program prioritas Menteri Agama Tahun 2025 
– 2029 akan memiliki budaya organisasi sebagai suatu sistem makna bersama yang dise-
lenggarakan oleh anggota yang membedakan dari kementerian yang lain yaitu Penguatan 
Ekoteologi. Keputusan Menteri Agama Nomor 244 Tahun 2025 tentang Program Prioritas 
Menteri Agama Tahun 2025 – 2029 pada program prioritas kedua yaitu Penguatan Ekote-
ologi yang menggabungkan konsep pemeliharaan lingkungan yang berbasis pada teologi, 
sehingga kajiannya terfokus pada relasi antara agama dan lingkungan hidup merupakan 
tindak lanjut dari PP No. 81/2012. 

Hal tersebut sudah dilaksanakan terutama oleh Penyuluh Agama dan Penghulu yang dalam 
melaksanakan tugasnya menyukseskan Program Prioritas Pemerintah termasuk penguatan 
ekoteologi dalam bentuk ceramah, sosialisasi dan lainnya. Walaupun dalam implementa-
sinya, masih terjadi kekurangan karena keterbatasan kemampuan teknis terkait pengelo-
laan lingkungan hidup dalam berbagai materi ceramah atau sosialisasi. Oleh karena itu, 
kebijakan terkait penguatan ekoteologi termasuk di dalamnya pengelolaan sampah perlu 
disempurnakan agar program prioritas Menteri Agama dapat terwujud secara optimal.

ALTERNATIF KEBIJAKAN

Berdasarkan analisis kebijakan di atas, bahwa untuk melakukan pengelolaan sampah di 
Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat diperlukan alternatif kebijakan yang kon-
kret dan terukur. Oleh karena itu, penulis mengajukan beberapa alternatif kebijakan seba-
gai acuan rekomendasi dengan menggunakan teori analisis kebijakan yang dikemukakan 
oleh William N. Dunn, yaitu kriteria evaluasi kebijakan yang terdiri dari: efektivitas, efisien-
si, kesesuaian, keadilan, responsivitas, dan ketepatan melalui skoring alternatif kebijakan, 
dengan nilai 1 – 5 (1 = sangat rendah, 5 = sangat tinggi) sebagai berikut:

Tabel 5. Alternatif Kebijakan

No Alternatif Kebijakan
Kriteria Alternatif Kebijakan (Skoring 1 – 5)

Total 
SkoringEfekti-

vitas
Efisi-
ensi

Kesesu-
aian

Keadil-
an

Respon-
sivitas

Kete-
patan

1 Penguatan Komitmen Pimpinan 
Melalui Regulasi dan Insentif 5 4 4 4 4 3 24

2 Penyusunan dan Pelaksanaan SOP 
Pengelolaan Sampah 5 5 5 5 5 3 28
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3 Pengembangan Kapasitas dan 
Sumber Daya Institusi 4 4 5 4 5 4 26

4 Pengawasan dan Evaluasi berbasis 
Sistem Informasi 5 5 4 4 4 4 26

Sumber: Hasil Olah Data (2025)

Penjelasan kriteria alternatif kebijakan di atas sebagai berikut:

1.	 Penguatan komitmen pimpinan melalui regulasi dan insentif merupakan strategi kunci 
dalam memastikan keberlangsungan serta efektivitas pelaksanaan kebijakan penguat-
an ekoteologi dalam hal ini yaitu penanganan sampah. Dengan menetapkan regulasi 
yang jelas dan mengikat, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat dido-
rong untuk mengambil tindakan yang konsisten dengan tujuan atau program prioritas 
yang telah ditetapkan. Selain itu, insentif berfungsi sebagai dorongan positif yang me-
motivasi seluruh aparatur sipil negara untuk meningkatkan kinerja dan inovasi dalam 
menjalankan pengelolaan sampah. Insentif dapat berupa penghargaan, bonus kinerja, 
atau apresiasi lain yang relevan dengan hasil kerja dan tanggung jawab yang diemban. 
Kombinasi regulasi yang mengatur batasan dan insentif yang menarik dapat mencipta-
kan lingkungan kerja yang kondusif bagi kepemimpinan yang bertanggung jawab dan 
berorientasi hasil. 

2.	 Penyusunan dan pelaksanaan SOP (Standar Operasional Prosedur) pengelolaan sam-
pah adalah langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah dan 
menjaga kebersihan lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat. SOP 
ini berfungsi sebagai pedoman terstruktur yang menjelaskan tahapan, tanggung jawab, 
dan standar yang harus dipenuhi dalam proses pengelolaan sampah, mulai dari pe-
ngumpulan, pemilahan, pengangkutan, hingga pengolahan akhir. Dengan adanya SOP, 
setiap aparatur sipil negara atau pelaku pengelolaan sampah memiliki acuan yang jelas 
sehingga dapat menjalankan tugasnya secara konsisten dan profesional. Selain itu, SOP 
membantu meningkatkan koordinasi antar instansi dan masyarakat sehingga proses 
pengelolaan sampah berjalan efisien dan terkontrol. Pelaksanaan SOP yang disiplin 
juga mendorong penerapan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) serta memperkecil 
dampak negatif sampah terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Monitoring 
dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan SOP penting untuk mengetahui efektivi-
tasnya dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Dengan demikian, penyusunan dan 
pelaksanaan SOP pengelolaan sampah merupakan fondasi penting untuk mewujudkan 
pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan lingkungan yang bersih dan sehat.

3.	 Pengembangan kapasitas dan sumber daya institusi merupakan kebijakan krusial untuk 
meningkatkan efektivitas dan daya saing Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Ba-
rat dalam menjalankan fungsi publik dan mencapai program prioritas Menteri Agama 
Tahun 2025 – 2029 yaitu penguatan ekoteologi. Kebijakan ini menekankan pembinaan 
kompetensi SDM melalui pelatihan, pendidikan, dan bimbingan teknis yang berkesi-
nambungan terkait dengan pengelolaan sampah. Dengan mengembangkan kapasitas, 
institusi mampu menghadapi tantangan yang komplek dan meningkatkan layanan ke-
pada masyarakat. Pendekatan ini juga mencakup perencanaan strategis sumber daya 
yang efisien. Pengembangan kapasitas institusi tidak hanya berfokus pada individu, 
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tapi juga pada budaya organisasi, sehingga tercipta lingkungan yang kondusif bagi ino-
vasi dan kolaborasi. Dengan demikian, kebijakan ini membangun fondasi kokoh yang 
lebih responsif, adaptif, dan berkelanjutan.

4.	 Pengawasan dan evaluasi berbasis sistem informasi merupakan kebijakan alternatif 
penting untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penge-
lolaan sampah di Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat. Dengan meman-
faatkan teknologi informasi, proses pengawasan dan evaluasi dapat dilakukan secara 
real-time, sistematis, dan terintegrasi antar unit kerja maupun dengan pemangku ke-
pentingan eksternal terutama Suku Dinas Kebersihan Kota Jakarta Barat. Sistem infor-
masi ini memungkinkan pengumpulan data yang akurat, pemantauan capaian kinerja, 
serta identifikasi kendala secara cepat. Selain itu mempercepat pengambilan keputusan 
berbasis bukti. Kebijakan ini juga mendorong partisipasi publik dan keterbukaan infor-
masi, sehingga memperkuat kontrol sosial terhadap pelaksanaan kebijakan. Keberlan-
jutan pengawasan berbasis sistem informasi memerlukan investasi pada infrastruktur 
teknologi, pelatihan SDM, serta pengembangan regulasi yang mendukung implemen-
tasinya. Dengan demikian, pengawasan dan evaluasi yang didukung sistem informasi 
menjadi fondasi untuk tata kelola pemerintahan yang lebih profesional, responsif, dan 
inovatif.

Berdasarkan skoring di atas, maka kebijakan Penyusunan dan Pelaksanaan SOP Penge-
lolaan Sampah yang tepat untuk dijadikan rekomendasi, yang mencerminkan efektivitas, 
efisiensi, dan kesesuaian dalam mendukung pengelolaan sampah di Kantor Kementerian 
Agama Kota Jakarta Barat. Dengan pertimbangan sebagai berikut:

1.	 SOP tersebut mengatur prosedur baku yang harus diikuti oleh semua pihak yang ter-
libat dalam pengelolaan sampah di Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat. 
Ini mencakup bagaimana sampah dikumpulkan, dipilah berdasarkan jenisnya seperti 
organik dan non-organik, diangkut, serta diolah agar tidak mencemari lingkungan.

2.	 Kebijakan ini mengatur peran dan tanggung jawab masing-masing unit termasuk apa-
ratur sipil negara Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat sehingga tercipta 
sinergi dalam pengelolaan sampah. Pengaturan ini membantu mengatasi kebingungan 
dan tumpang tindih tugas.

3.	 Tidak memerlukan investasi yang besar tapi menghasilkan manfaat yang besar dalam 
pengelolaan sampah dan mengubah budaya organisasi di Kantor Kementerian Agama 
Kota Jakarta Barat.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1.	 Rendahnya komitmen dan prioritas pimpinan Kantor Kementerian Agama Kota Ja-
karta Barat terhadap pengelolaan sampah menjadi faktor utama kegagalan tata kelola 
sampah internal. Tanpa dukungan dan perhatian dari pimpinan, upaya pengelolaan 
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sampah tidak mendapatkan sumber daya yang memadai dan tidak terfokus sehingga 
menghambat efektivitas pelaksanaan.

2.	 Ketiadaan SOP menyebabkan standar dan prosedur pengelolaan sampah tidak jelas, 
sehingga pelaksanaan tidak konsisten dan tidak terkontrol. Hal ini mengakibatkan ku-
rang optimalnya koordinasi antar unit kerja di Kantor Kementerian Agama Kota Jakar-
ta Barat dan minimnya pengawasan terhadap proses pengelolaan sampah.

3.	 Keterbatasan kapasitas dan sumber daya di Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta 
Barat, baik SDM maupun infrastruktur, merupakan konsekuensi langsung dari ren-
dahnya komitmen pimpinan dan tidak adanya SOP sehingga menghambat pencapaian 
tujuan pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan lingkungan yang bersih.

4.	 Pengelolaan sampah di Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat termasuk upa-
ya untuk mendukung salah satu dari Asta (8) Program Prioritas Menteri Agama Tahun 
2025-2029, yaitu Penguatan Ekoteologi.

Rekomendasi

Adapun rekomendasi kebijakannya yaitu Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta 
Barat melakukan Penyusunan dan Pelaksanaan SOP Pengelolaan Sampah. SOP yang telah 
disusun kemudian diformalkan melalui Surat Keputusan dan dijadikan pedoman teknis 
yang harus diikuti oleh semua unit kerja dan aparatur sipil negara di Kantor Kementerian 
Agama Kota Jakarta Barat.
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